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PUTUSAN
NOMOR 141/Pdt.G/2024/PA.Lbh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, NIK. XXXX, Tempat Tanggal Lahir,/Umur, Gela 1 September 1982 / 41
tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman, XXXX,
sebagai “Penggugat”;

Melawan

XXXX, NIK XXXX, Tempat Tanggal Lahir,/Umur, Manado, 15 Maret 1977 / 46
tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani,
Tempat Kediaman XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor
141/Pdt.G/2024/PA.Lbh, pada tanggal 26 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin 27 Maret 2000 Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang sah merujuk pada Kutipan Akta Nikah
Nomor : XXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama KecamatanTaliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi
maluku Utara dan dikeluarkan pada tanggal, 20 September 2000.;
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2. Bahwa, perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh
Allah SWT;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di Rumah Orang tua Penggugat di Desa Gela kemudian

pindah ke rumah sendiri di Desa Gela sampai terjadi perpisahan;

4. Bahwa, dalam ikatan perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat

telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

4.1. Rahman Syah, Jenis Kelamin Laki-laki, usia 24 (dua puluh empat)
tahun;

4.2. Yusmina, Jenis Kelamin Peremuan, usia 22 (dua puluh dua)
tahun;

4.3. Yukiman, Jenis Kelamin Laki-laki, usia 20 (dua puluh) tahun;

4.4. Dewi, Jenis Kelamin Perempuan, usia 14 (empat belas) tahun;

Dan ke empat anak tersebut dalam asuhan Pengugat dan Tergugat;

5. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai tidak harmonis, adapun penyebabnya yakni ;

a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;

b. Bahwa sekrang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain

dan Penggugat juga telah menikah dengan pria lain;

6. Bahwa, puncak dari percekcokan/perselisihan yang terjadi secara terus
menerus sejak tahun 2017 saat mana Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dengan demikian saat ini penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri
dan telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun;

7. Bahwa pihak keluarga maupun teman pernah berusaha menasehati
Penggugat dan Tergugat agar mau menyelesaikan masalah rumah

tangganya, namun tidak berhasil;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap
Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Lbh tanggal 26 Januari 2024 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-daliinya, telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXX,
tanggal 6 Juni 2018, yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Pulau
Taliabu. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah
dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim
diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tertanggal 20
September 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau
Taliabu. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah
dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim
diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi;

1. XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Wayo, Kecamatan Taliabu
Barat Kabupaten Pulau Taliabu, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di Rumah Orang tua Penggugat di Desa Gela
kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Gela sampai
terjadi perpisahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 4 (empat)
orang ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran sejak SZOH;

- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 7

tahun lamanya;
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- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat,
namun tidak berhasil;

2. XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, belum
bekerja, bertempat tinggal di Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat
Kabupaten Pulau Taliabu, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di Rumah Orang tua Penggugat di Desa Gela
kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Gela sampai
terjadi perpisahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 4 (empat)
orang ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran sejak SZOU;

- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;

- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 7
tahun lamanya;

- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat,
namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang; Bahwa untuk
mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara
sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Lbh tanggal 26 Januari 2024 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan;
Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan

Penggugat pada pokoknya bahwa sejak S? keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat
telah menikah lagi dengan wanita lain, dan Tergugat memiliki wanita idaman
lain puncak permasalahan terjadi pada tahun 2017 sejak saat itu Penggugat
dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah
mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat
(XXXX) dan saksi 2 Penggugat (XXXX);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama
Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh
karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa
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Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan

Agama Labuha;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan
Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan
Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pengguat dan Tergugat
sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi
dengan wanita lain, Tergugat memiliki wanita idaman lain antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah tempat selama kurang lebih 7 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugatn
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan Telah
dikaruniai 4 (empat) orang ;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, tahun 2017 antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
hingga terjadi pisah;

3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat
memiliki wanita idaman lain, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita
lain;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah
berlangsung selama 7 tahun sampai sekarang;

5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
mempedulikan sebagai suami istri;
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6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk
dirukunkan oleh keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk
bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak
dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka
Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah
terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstitoir perkara

a quo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya gugatan
Penggugat dikabulkan, Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan
hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami
dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1
tahun 2022, berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa, antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

terus-menerus sejak S? yang mengakibatkan Penggugat dan

Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih telah 7 tahun
lamanya, selama itu pula keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai

suami isteri, tidak ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun
1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019
tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman
8 dari 12 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa”, bahkan menurut pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang
penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka

dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa hal lain yang menurut Hakim tidak ada harapan
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat
yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Hakim telah
berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu
juga para saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan

Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara
suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan
Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila
salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak
mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah
ada petunjuk bahwa antara suami istri (Penggugat dan Tergugat) tersebut
sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti
itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan

rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa, selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri
dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualis, antara lain
mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu-membantu), mutual
cooperative (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling
ketergantungan), mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus-menerus hingga akhirnya pisah rumah, antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak mendapatkan hak dan sudah tidak
menjalankan kewajiban masing-masing sepatutnya dan selayaknya sebagai

suami isteri, tidak ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya,
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meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi

Hakim bahwa keduanya sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa
perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi
kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan
perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan
mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Termohon,
sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fighiyah :

- claoll Lz e pario dunldoll <
Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada
mengambil suatu manfaat ;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum

Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

8350 Vg im0 login 3 2si ol 0L calisl ol
a8, la o)l cuwliolls

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara
keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan
kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat

dan Penggugat tidak pernah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan
lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan
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Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat
(XXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga
putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu

rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal
berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021
tentang permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang
dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 22 Rajab 1445 Hijrivah, oleh Bahri Conoras, S.H.l, sebagai
Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
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hari itu juga dan dibantu oleh Idhar, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Penggati, Hakim,

Idhar, S.Sy Bahri Conoras, S.H.I
Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP :Rp. 60.000,-

2. Proses : Rp. 100.000,-

3. Panggilan ; Rp. 480.000,-

4. Materai :Rp. 10.000,-
Jumlah :Rp. 650.000,-

650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
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